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PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian
dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan
sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di
bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf

Latin.

Huruf Arab | Nama | Huruf Latin Nama
) tidak tidak
\ Alif ) )
dilambangkan dilambangkan
<@ Ba B be
< Ta T te
. es (dengan titik di
&l sa S
atas)
z Jim J je
ha (dengan titik di
z ha h

bawah)




z Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
. . ) zet (dengan titik di
3 Zal 4
atas)
D Ra R Er
J Zai Zet
Y Sin S Es
o syin Sy es dan ye
es (dengan titik di
o sad S
bawah)
de (dengan titik di
o= dad d
bawah)
te (dengan titik di
b ta t
bawah)
zet (dengan titik di
L za z
bawah)
) koma terbalik di
& ‘ain e
atas
¢ gain G Ge
s Fa F Ef
S Qaf Q Ki
i Kaf K Ka
J Lam L El
N Mim M Em




O Nun N en
3 wau w We
2 Ha H Ha
3 hamzah Apostrof
< Ya Y Ye
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
- Kasrah I i
— Dammah U U
Contoh:

i - kataba

Jd -fa‘ala

A3 -zukira

<l - yazhabu

Jiw  -sU'ila

b) Vokal Rangkap



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Gabungan
Nama Nama
Huruf huruf
i’ Fathah dan ya Al adani
3. Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
s - Kkaifa
J# - haula
c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf dan
Nama Nama
dan Huruf Tanda
_ Fathah dan alif _ a dan garis di
s A
atau ya atas
- i dan garis di
S... Kasroh dan ya I
- atas
Dammah dan _ u dan garis di
9.0 U
waw atas

Contoh:



Jé - qala

@*) -rama
Ji - qila
Jds& - vyaqilu

d) Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh
dan dammabh, transliterasinya adalah /t/.
2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta
marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan
dengan ha (h).

Contoh:
JukY) dag, - raudatul al-atfal
- raudatul al-atfal
sustll sl - al-Madinah al-Munawwarah

al-Madtatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)



Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan  sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid.
Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah
tersebut.

Contoh:
Us, - rabbana

JX  -nazzala

A -al-birr
ad -nu'ima
&= -al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu J. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu
dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan

kata sandang yang diikuti oleh huruf gomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang
dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.



Kata sandang yang diikuti huruf gamariah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun gamariah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan

tanda sambung/hubung.

Contoh:
dad - ar-rajulu
i) - asy-syamsu
& - al-badi'u
Basud) - as-sayyidatu
alal) - al-galamu
Sl - al-jalalu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa
hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya
terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata,
ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

<l - umirtu
Js) - akala
2) Hamzah ditengah:
Qs b - ta'’khuzina
Qsls b - ta'kultina

3) Hamzah di akhir:



£ o - Syai'un

& sl - an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau
harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata
tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa

pula dirangkaikan.

Contoh:
BN A st Al ) g - Wa innallaha lahuwa khair ar-
raziqin.
- Wa innallaha lahuwa khairur-
raziqgin.
O all g Jasl) ) g8 5\ - Fa aufa al-kaila wa al-mizana.
- Fa aufa al-kaila wal-mizana.
[PRVEVIPLT PO - Bismillahi majreha wa
mursaha.
Gl g bl e b g - Wa lillahi ala an-nasi hijju al-

baiti manistata‘a



ilaihi sabila.
Sk 4} £ Uaidd) (1 - Wa lillahi ala an-nasi hijju al-
baiti manistata‘a

ilaihi sabila.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan
huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

BYWER (EVEV RPN - Wa ma Muhammadun illa

rasul.

LS e Ay M il auza g <o J) 0 — Inna awwala baitin wudi‘a
lin-nasi lallazi

Bi Bakkata mubarakan.

OVAN 4d I35 &) ey g - Syahru Ramadana al-lazi
unzila fthi

al-Qur'anu.



Cpeal) (381 o) SR - Wa lagad raahu bil-ufugil-

mubini.

Calal) Gy dbaand) - Al-hamdu lillahi rabbil-

‘alamina.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan
itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:
i g Al (e pal - Nasrum minallahi wa fathun
qarib.
lasan ¥) 4l - Lillahi al-amru jamTan.
- Lillahil amru jamt'an.
ple 5 0% Al - Wallahu bikulli syai'in
‘alimun.

j) Tajwid



Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan
ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu

disertai dengan pedoman tajwid.
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ABSTRAK

Penelitian Dengan Judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam
Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu komponen yang
sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga
keseimbangan kemajuan dan ekonomi Indonesia diperlukan
peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi riil
dengan menggunakan modal yang berasal, baik dalam negeri maupun
dari luar negeri. Dari penjelasan tersebut maka latar belakang
permasalahannya Pertama, bagaimana Akad dalam Kegiatan
Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007.
Kedua, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam
Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun
2007.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Library Research yang menekankan sumber informasinya dari
berbagai bahan kepustakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui hasil karya
tulis berupa buku dan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh
informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Kemudian data tersebut
dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam
Hukum Ekonomi Syariah kegiatan atau penanaman modal menurut
Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah
sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu diperbolehkan di mana
investasi disebut juga mudharabah dan kontrak investasi dikategorikan
dengan kontrak amanah.

Kata kunci : investasi, penanaman modal.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial®. Salah satu tujuan tersebut telah
dijabarkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan merupakan prinsip yang mendasari
pembentukan  seluruh  peraturan perundang-undangan dibidang
perekonomian.

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu komponen yang
sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan dan mewujudkan kedaulatan
politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman

modal untuk mengolah potensi ekonomi riil dengan menggunakan

! Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



modal yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri.
Kegiatan penanaman modal juga harus sejalan dengan perubahan
perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai
kerjasama internasional dengan menciptakan iklim penanaman modal
yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan
efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional®.
Untuk dapat memberikan jaminan keamanan berusaha maka
pemerintah harus dapat menciptakan iklim yang mendukung keamanan
berusaha (risk country), yang ditunjukkan oleh stabilitas politik serta
tingkat perkembangan ekonomi di Indonesia, antara lain dengan
menjalankan sikap yang sejalan dengan kebijakannya serta dapat
meminimalkan adanya kerusuhan dan kekerasan yang merugikan
masyarakat. Mengupayakan agar hubungan dengan investor asing tetap
diarahkan pada kemitraan yang saling membangun, sehingga sumber
luar negeri tetap dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi

secara maksimal®.

2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU No. 25/2007),
Penjelasan Umum.

¥ Ana Rokhmatussa’dyah, dkk, Hukum Investasi dan Pasar Modal (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011), 43.



Undang-Undang Penanaman Modal lahir pada saat masih
berlangsungnya perdebatan mengenai pentingnya pengaturan yang
lebih tegas terhadap penyelenggaraan investasi di Indonesia yang sudah
berjalan selama 40 tahun (1967-2007). Namun pada kenyataannya,
masih timbul pertentangan mengenai pembaharuan undang-undang
investasi karena pembaharuan tersebut di anggap akan memeras
ekonomi bangsa dengan cara menguasai serta mengambil sumber-
sumber kekayaan alam®.

Terlepas dari pro dan kontra adanya investasi asing, secara teoritis
dapat dikatakan bahwa kehadiran investasi bermanfaat cukup luas
(multiplier effect). Manfaat tersebut adalah®:

1. Menyerap tenaga kerja.

2. Menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan

baku.

3. Menambah devisa, apalagi investor asing yang berorientasi

ekspor.

* Acep Rohendi, “Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade
Organization (WTQO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-
Undang No.25 Tahun 2007),” Jurnal llmu Hukum 1, no. 2, (Maret 2014): 388.

> Andi Sri Rezky Wulandari, Buku Ajar Hukum Dagang (Jakarta: Mitra
Wacana Media, 2014), 141.



4. Menambah penghasilan negara dari sektor pajak.

5. Adanya alih teknologi (transfer of technology) maupun alih
pengetahuan (transfer of know how) serta memberikan residu
baik berupa peralatan maupun alih teknologi tersebut.

Namun pada kenyataannya masih sering didapati kasus-kasus yang
terkait dengan investasi tersebut. Antara lain, ketersediaan infrastruktur
yang masih minim padahal infrastruktur termasuk pendorong utama
tertariknya investasi asinng untuk masuk pasar properti Indonesia. Serta
rumitnya perizinan, perizinan sering terjadi tidak dalam satu pintu ini
yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Itulah
mengapa investor asing yang sudah masuk lebih memilih kerjasama
modal (joint venture).®

Terjadinya penurunan baik dari segi jumlah maupun nilai investasi
asing di Indonesia menunjukkan bahwa saat ini Indonesia semakin
tidak menarik untuk iklim berinvestasi. Persoalan politik, keamanan,
dan ekonomi yang tidak kunjung selesai, membuat para investor asing

menunggu saat yang tepat untuk datang kembali. Akan tetapi, apabila

®Diakses dari
https://properti.kompas.com/read/2015/02/20/212321021/Empat.Masalah.Mengganja
I.Investasi.Asing.di.Indonesia pada tanggal 14 maret 2018.



https://properti.kompas.com/read/2015/02/20/212321021/Empat.Masalah.Mengganjal.Investasi.Asing.di.Indonesia
https://properti.kompas.com/read/2015/02/20/212321021/Empat.Masalah.Mengganjal.Investasi.Asing.di.Indonesia

persoalan-persoalan diatas dapat diatasi, tanpa diundang investor itu
akan masuk lagi karena Indonesia sangat menjanjikan dengan pasar
yang demikian besar.’

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya
dalam bentuk skripsi, sehingga penulis tergugah untuk mengangkat
judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
INVESTASI DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL
DALAM UU NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Akad dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut
UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut UU
No0.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

" Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Kencana,
2011), 169.



a. Menjelaskan Akad dalam Kegiatan Penanaman Modal
Menurut UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

b. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut UU

No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai upaya memberikan wawasan bagi pengembangan
ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, khususnya mengenai
perkembangan penanaman modal di Indonesia.

b. Memberikan masukan kepada para pihak yang berkepentingan
dalam kegiatan penanaman modal untuk mencegah
penyimpangan-penyimpangan dalam penanaman modal.

D. Definisi Operasional
Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah
pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-
istilah dalam judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam Uu



No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. Maka definisi
operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang
digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat,
yang merupakan pelaksanaan Figih di bidang ekonomi oleh
masyarakat.®

2. Investasi yang berarti penanaman modal yang biasa dilakukan
untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap
perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud
memperoleh keuntungan®.

3. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal
(UUPM) dikemukakan, bahwa penanaman modal adalah
segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh

penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal

5 Harahap, Hotberliani. “Pengertian Hukum dan Ekonoml Syari’ah”. Buletin
Justitie, Edisi I, Januari — Maret. (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN
Padangsidimpuan, 2015). Artikel diakses pada 15 September 2018. http://syariah.iain-
padangsidimpuan.ac.id/pengertian-hukum-dan-ekonomi-syariah/

® Andi Sri Rezky Wulandari, 140.




asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik
Indonesia™.
E. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih mendukung penelitian yang lebih akurat, maka sangat
diperlukan referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

judul skirpsi yang akan diteliti, yaitu:
1. Monica Nunik Gayatri (2010). Yang berjudul Prinsip Keadilan
dan Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 Tentang Penanaman modal Terhadap Pemberian Insentif
Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang
Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal). Tesis
S2. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam tesis tersebut
membahas tentang prinsip-prinsip yang melingkupi Undang-
Undang No0.25 Tahun 2007 yang mengemuka dan menjadi
kekhawatiran masyarakat karena adanya perlakuan yang sama
yang akan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi
penanaman modal asing di Indonesia, serta Prinsip Keadilan dan

Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

YU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.



2007 Tentang Penanaman modal Terhadap Pemberian Insentif
Bagi Investor Asing™.

2. Ronal L.H. Sirait (2008). Yang berjudul Kewajiban dan
Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Skripsi S1. Universitas Sumatera Utara. Dalam skripsi tersebut
membahas tentang pengaturan tentang hak penanam modal yang
tercantum pada pasal 14 untuk mendapat kepastian hak, hukum,
dan perlindungan. Selanjutnya kewajiban penanam modal yang
terdapat pada pasal 15 yang akan menerapkan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik serta tanggung jawab penanaman modal
berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang
penanaman modal pasal 16 yang akan menjamin tersedianya
modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan

undang-undang*?.

' Monica Nunik Gayatri, “Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal Terhadap
Pemberian Insentif Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang
Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal)” (Tesis., Universitas Sebelas
Maret Surakarta, 2010).

12 Ronal L.H. Sirait, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”
(Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2008).



3. Deny Setiawan (2009). Yang berjudul Perspektif Islam Dalam
Investasi Di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan.
Skripsi S1. Universitas Riau. Dalam skripsi tersebut membahas
tentang Perspektif Islam Dalam Investasi Di Pasar Modal
Syariah Suatu Studi Pendahuluan dimana pasar modal syariah
terbentuk untuk menjawab kebutuhan umat dalam berinvestasi
baik melalui saham, obligasi dan reksa dana. Keterlibatan umat
dalam produk yang haram diharapkan dapat
menumbuhkembangkan harta dan sekaligus mendapat
keberkahan dari Allah SWT*,

4. Ukar Wijaya Soelistijo (2011). Yang berjudul Dinamika
Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum
Di Indonesia. Skripsi S1. Universitas Islam Bandung. Dalam
skripsi tersebut membahas tentang Dinamika Penanaman Modal
Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum Di Indonesia yang
memperlihatkan perubahan persyaratan kontrak dari waktu ke
waktu dimana kontrak kerja menawarkan fasilitas bebas pajak.

Riset ini merekomendasikan pentingnya regulasi untuk

13 Deny Setiawan, “Perspektif Islam Dalam Investasi Di Pasar Modal
Syariah Suatu Studi Pendahuluan” (Skripsi, Universitas Riau, 2009).



mengelola pendapatan Indonesia yang bisa diperoleh dari
keuntungan tambahan®*.

5. Putu Kartika Dewi (2015). Yang berjudul Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak Terhadap
Investasi Asing Langsung. Skripsi S1. Universitas Udayana.
Dalam  Skripsi tersebut membahas tentang Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak Terhadap
Investasi Asing Langsung dimana pertumbuhan ekonomi
memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap investasi
langsung asing dan tarif pajak memiliki efek negatif yang
signifikan terhadap investasi langsung asing™.

6. Tio Adianto (2011). Yang berjudul Analisis Pengaruh
Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN), dan Ekspor Total Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia. Skripsi S1. Universitas UIN Syarif

Hidayatullah. Dalam skripsi tersebut membahas tentang

¥ Ukar Wijaya Soelistijo, “Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA)
Bidang Pertambangan Umum Di Indonesia,” Skripsi 27, no 1 (2011): di akses 22
September 2018, https://ejournal.unisba.ac.id/.

!> putu Kartika Dewi, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan
Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung,” Skripsi 4, no 4 (2015): di akses 22
September 2018 https://ojs.unud.ac.id/.



Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Ekspor Total Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang berpengaruh signifikan
dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan
penanaman modal asing berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi®®.

7. Hendra G Putra (2014). Yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas,
Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja
Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pasaman Barat). Skripsi S1. Universitas Negeri
Padang. Dalam skripsi tersebut membahas tentang untuk
mengukur pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi

publik terhadap kinerja organisasi layanan publik (studi empiris

' Tio Adianto, “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA),
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Ekspor Total Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia,”  Skripsi (2011): di akses 22 September 2018
https://repository.uinjkt.ac.id/.



pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
kabupaten pasaman barat)*’.

8. Ni Luh Putu Rassri Gayatri (2013). Yang berjudul Pengaruh
Struktur Modal, Kebijakan Dividen dan Keputusan Investasi
Terhadap Nilai Perusahaan. Skripsi S1. Universitas Udayana.
Dalam skripsi tersebut membahas tentang struktur modal dan
keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai
perusahaan, sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan®®.

9. Fadjar Op Siahaan (2013). Yang berjudul Pengaruh Kebijakan
Hutang dan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan. Skripsi S1.
Universitas UIN Malang. Dalam skripsi tersebut membahas

tentang pengaruh kebijakan hutang dan investasi terhadap nilai

' Hendra G Putra, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi
Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat).”
Skripsi 2, no 3 (2014): di akses 22 September 2018 https://ejournal.unp.ac.id/.

¥ Ni Luh Putu Rassri Gayatri, “Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan
Dividen dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan.” Skripsi 3, no 6 (Juni
2014): di akses 22 September 2018 https://ojs.unud.ac.id/.



perusahaan dimana independen memiliki pengaruh signifikan
positif terhadap nilai perusahaan®®.

Setelah membaca skripsi di atas sebagai bahan relevasi dari skripsi
yang peneliti akan tulis. Sehingga menemukan garis besar, perbedaan
penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah titik
pembahasan yang belum ditemukan penulis secara spesifik mengenai
tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap investasi dalam kegiatan
penanaman modal dalam undang-undang no.25 tahun 2007 tentang
penanaman modal.

Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dianggap tepat, maka data yang
diperlukan dalam penyusunan skripsi penelitian ini antara lain sebagai
berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research)

yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif adalah

!9 Fadjar Op Siahaan, “Pengaruh Kebijakan Hutang dan Investasi Terhadap
Nilai Perusahaan.” Skripsi 2, no 2 (2013): di akses 22 September 2018
https://ejournal.uin-malang.ac.id/.



penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang
terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma
yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut
kebiasaan yang berlaku di masyarakat®.
2. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data
sekunder yaitu, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.
Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji
literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan perlindungan hukum. Data sekunder di bidang
hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan
menjadi 3 (tiga), yaitu®:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini
akan digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal, usaha penanaman modal

% M. Andi Firdaus, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada
Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, 2014).

21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13.



di Indonesia, dan hukum penanaman modal tinjauan
terhadap pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun
2007.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
seperti buku-buku, artikel internet, hasil-hasil penelitian,
dan pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat
mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam
penelitian ini, adapun contohnya fikih ekonomi keuangan
Islam, manajemen investasi syariah, ekonomi makro Islam,
keuangan dan investasi syariah, figh muamalat, penerapan
pasar modal Islam, aspek hukum pasar modal Indonesia dan
hukum bisnis untuk perusahaan.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media

internet, ensiklopedi, indeks kumulatif dan contohnya



http://edubuku.com/2016/04/12/pandangan-islam-tentang-

investasi-2-/html?,

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat data yang digunakan oleh penulis dari hasil
karya tulis berupa buku, maka dalam pengumpulan data ini
penulis menelusuri, kemudian membaca dan mencatat bahan-
bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang
berkaitan dengan pembahasan?®.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-
sumber referensi, peneliti mengkarifikasi data tersebut dan
kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif yaitu
prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan
objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-
fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan

diinterpretasikan®®. Sehingga permasalahan mengenai penelitian

?2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 13.
¥ Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 103.
*Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan

Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013),

8.



ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian
dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk
ditampilkan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan penulis
maupun pihak-pihak untuk membaca sekaligus memahami isi dari
skripsi ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama yaitu Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan yang
berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu Landasan Teori tentang penanaman modal yang
terdiri dari pengertian investasi, perjanjian (kontrak bisnis), teori
pembentukan perusahaan, investasi dalam Islam, macam-macam
investasi dalam Islam, investasi di pasar modal syariah, manajemen
investasi wakaf uang, produk investasi dibeberapa bank syariah, etika
investor dalam berinvestasi, serta aturan berinvestasi yang dibenarkan

syariah.



Bab ketiga yaitu Pembahasan dalam bab ini akan dijelaskan
mengenai Akad dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, serta
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam Kegiatan
Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal.

Bab keempat yaitu Penutup dalam bab ini menjelaskan secara
singkat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta

memberikan saran mengenai penelitian dan penutup.



BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau
menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman
modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari
maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi
merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah
penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan.
Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian
yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara interchangeable?®.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara

Republik Indonesia®.

> Ana Rokhmatussa’dyah, dkk, 3.
% UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU No. 25/2007),
Ketentuan Umum.



Menurut Panji Anoraga, dilihat dari sudut pandang ekonomi yang
memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping
faktor produksi lainnya, investasi dapat diartikan":

a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau suatu

penyertaan lainnya;

b. Suatu tindakan membeli barang-barang modal;

c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan
pendapatan di masa yang akan datang.

Menurut Henry Faizal Noor, pengertian dari investasi dapat
dirumuskan sebagai mengorbankan peluang konsumsi saat ini, untuk
mendapat manfaat di masa datang®.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa penanaman modal
adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
badan hukum, untuk menanamkan modal di suatu perusahaan dengan
tujuan memperoleh keuntungan.

Perjanjian (Kontrak Bisnis)

1. Pengertian Kontrak

Kontrak atau contracts (dalam bahasa Inggris) dan

overeen-komst (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang

2" Lusiana, Usaha Penanaman Modal di Indonesia. (Jakarta: Rajawali,
2012), 37.

%8 Henry Faizal Noor, Investasi, Pengelolaan keuangan, dan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat Edisi Revisi. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 2.



lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian.
Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling
berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu
perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang
bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban
untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian
tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut
perikatan (verbintenis). Dengan demikian, kontrak dapat
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang
membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka
buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut
adalah kontrak yang sah®.
2. Syarat Sahnya Kontrak

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, kontrak adalah sah bila
memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini*;
a. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontrak

dapat dibatalkan (avoid of law/vernietigbaar), meliputi:

2 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh
Kasus Edisi Keenam. (Jakarta: Kencana, 2016), 39.
% Abdul R. Saliman, 40.



1. Kecapakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak
sakit ingatan); dan
2. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.

b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar, maka
kontaknya batal demi hukum (null and void of
law/nietiganrechtswege), meliputi:

1. Suatu hal (objek) tertentu; dan
2. Sesuatu sebab yang halal (kausa).
Asas dalam Berkontrak
Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari
bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas®::

a. Konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah

ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan

kontrak.

81 Abdul R. Saliman, 40.



Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk
mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa Yyang
diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.
Pacta sunt servanda, artinya kontrak itu merupakan
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya
(mengikat).

Di samping itu, beberapa asas lain dalam standar

kontrak®?:

g.

Asas kepercayaan.
Asas persamaan hak.
Asas keseimbangan.
Asas moral.

Asas kepatutan.
Asas kebiasaan.

Asas kepastian hukum.

4. Sumber Hukum Kontrak

Mengenai sumber hukum kontrak yang bersumber dari

undang-undang dijelaskan®:;

%2 Abdul R. Saliman, 40.



a. Persetujuan para pihak (kontrak).
b. Undang-undang, selanjutnya yang lahir dari undang-undang
ini dapat dibagi:
a) Yang dibolehkan (zaakwaarnaming); dan
b) Yang berlawanan dengan hukum, misalnya seorang
karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan,
meskipun dalam kontrak Kkerja tidak disebutkan,
perusahaan dapat saja menuntut karyawan tersebut
karena perbuatan itu oleh undang-undang termasuk
perbuatan yang melawan hukum (onrechtsmatigedaad),
untuk hal ini dapat dilihat Pasal 1365 KUH Perdata.
C. Teori Pembentukan Perusahaan
1. Pengertian Perusahaan
Menurut Rachmadi Usman, dengan mengacu pada
pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No.3 Tahun
1982 di atas meliputi bentuk usaha (company) dan sekaligus
jenis usaha (business). Jadi, perusahaan adalah badan usaha

yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan,

% Abdul R. Saliman, 41.



industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-
menerus atau teratur (regelmatig), terang-terangan (openlijk),
dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (wints
oogmerk). Badan usaha ini bisa dijalankan oleh perorangan,
persekutuan, atau badan hukum. Dengan kata lain, perusahaan
adalah kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan
menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan
memperoleh keuntungan dan/atau laba®*.
Macam-macam Perusahaan®
a. Perusahaan Swasta
Merupakan perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki

oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, terdiri

dari:

1. Perusahaan swasta nasional.

2. Perusahaan swasta asing.

3. Perusahaan swasta campuran (joint venture).

b. Perusahaan Negara

% Abdul R. Saliman, 83.
% Abdul R. Saliman, 83.



D.

Merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian
modalnya milik negara Indonesia.
Investasi Dalam Persfektif Syariah
Sebuah investasi dapat diartikan sebagai komitmen pada masa
sekarang sebagai sumber penghasilan untuk jangka waktu tertentu dan
dengan harapan untuk menerima penghasilan dimasa yang akan datang.
Sumber penghasilan di masa yang akan datang ini akan mengganti
uang para investor untuk waktu yang telah diperjanjikan, mengganti
kerugian rata-rata inflasi yang telah diprediksikan dan membayar
risiko, yaitu ketidakpastian pembayaran di masa yang akan datang®.
Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, investor tertarik untuk
memiliki jaminan yang mampu memberikan mereka rata-rata
pengembalian yang tinggi dalam hal deviden. Sementara itu, para
investor yang ingin melindungi modal atau nilai asli dari investasi,
perhatian mereka lebih tertuju kepada jaminan dengan risiko yang kecil
karena orang-orang ini tidak berkeinginan untuk mengambil risiko,
sebaliknya mereka lebih berkeinginan untuk melindungi modalnya. Di

sisi lain, para investor yang bermaksud untuk meningkatkan investasi

% Mohd Ma’sum Billah, Penerapan Pasar Modal Islam. Jakarta:
Pakusengkunyit, 2010), 186.



awal, keinginan mereka adalah terhadap jaminan dengan kriteria risiko
tinggi (pengambilan risiko) karena mereka menginginkan keuntungan
didasarkan pada pertumbuhan jumlah dari harga jaminan®'.

Investasi adalah bagian penting dalam perekonomian. Investasi
adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan
dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan
kembaliannya (return) tidak pasti dan tidak tetap. Investasi berbeda
dengan membungakan uang, karena membungakan uang adalah
kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan
kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Investasi
dalam ekonomi Islam amat berbeda dengan investasi ekonomi non
muslim, perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak
menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi®.

Islam telah mengatur suatu mekanisme dalam pengembangan

harta, serta menjelaskan hukum-hukum yang harus dipatuhi atau yang

3" Mohd Ma’sum Billah, 186.
% Indah Yuliana, “Investasi dalam Persepektif Islam™ (Skripsi, Universitas
Islam Negeri Malang)



dilarang untuk dikerjakan, dan salah satu usaha untuk pengembangan
harta kekayaan adalah kegiatan investasi®®.

Dalam Islam, melakukan sebuah investasi diperbolehkan tetapi hal
itu terbatas pada keadaan tertentu. Investasi Islami dapat didefinisikan
sebagai investasi dalam jasa keuangan dan investasi produk-produk
yang melekat pada prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan pada
syariah atau hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-
qur’an dan Sunnah. Dalam Islam, hal tersebut diatur bahwa semua
investasi dilaksanakan haruslah dari sektor-sektor etis atau dengan kata
lain, investasi yang dilaksanakan atau keuntungan yang didapatkan
tidak boleh berasal dari kegiatan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan yang
dilarang ini meliputi produksi alkohol, perjudian, pornografi, bunga
(riba’) dan lain-lain®.

Lebih daripada itu terhadap pemilikan jaminan yang halal, dana-
dana yang diinvestasikan haruslah bebas dari hutang yang berbunga.

Investor juga tidak diperbolehkan untuk membawa bunga ke dalam

% Mardhiyah Hayati, “Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Islam 1, no. 1 (Juni 2016): 67.
2 Mohd Ma’sum Billah, 188



keuangan investasinya. Hal ini dinyatakan di dalam Kitab Suci Al-

41.
qur’an
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Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*.

Ayat ini mengabarkan akan benarnya apa yang kami katakan dalam
permasalahan ini, yaitu bahwa Allah mengharamkan segala hal yang
memiliki makna riba, baik melakukan aktivitas yang bernilai riba,
memakannya, mengambilnya, atau memberikan (kepada yang lain)
sebagaimana permasalahan ini telah jelas keterangannya dari berbagai
kabar yang datang dari Rasulullah: “Allah melaknat yang memakan
(hasil) riba, yang memberi makan dengannya, penulisnya, dan dua
saksinya jika mereka mengetahuinya. ” (hadist ini diriwayatkan Muslim
dari Jabir, Ath-Thabarani dari Abdullah bin Mas’ud; Ahmad, Abu
Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadist Abdullah bin Mas’ud®.

E. Macam-macam Investasi dalam Islam
1. Mudharabah
Mudharabah atau penanaman modal disini artinya

adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga

*! Mohd Ma’sum Billah, 188.

*2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Surakarta: Ziyad,
2009), 47.

®Di akses dari https://asysyariah.com/allah-menghalalkan-jual-beli-dan-
mengharamkan-riba/amp/. Pada tanggal 22 September 2018 jam 20:00 wib.
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sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Bentuk usaha
ini melibatkan dua pihak: pihak yang memiliki modal namun
tidak bisa berbisnis. Dan kedua, pihak yang pandai berbisnis
namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya
saling melengkapi**. Seperti bentuk usaha yang lain, bisnis
penanaman modal ini juga memiliki tiga rukun: dua atau lebih
pelaku, objek transaksi dan pelafalan perjanjian®.

Perjanjian mudharabah dapat berupa perjanjian formal
dan informal, tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang Al-
quran, ditekankan pada perjajian pinjaman tertulis, lebih baik
Perjanjian mudharabah dilakukan secara tertulis dan adanya
saksi yang memadai, sehingga dapat terhindar dari
kesalahpahaman. Perjanjian mudharabah juga terdapat terbatas
dan tidak terbatas. Dalam kasus yang tidak terbatas
mudharabah  tidak mencantumkan jangka waktu secara
spesifik, tempat bisnis, jenis usha, industri, jasa, dan penyalur

yang akan bekerja sama dengan konsumen. Pada perjanjian

4 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Ma La Yasa 'ut Tajiru
Jablubu (Fikih Ekonomi Keuangan Islam). (Jakarta: Darul Haq, 2004), 171.
* Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 173.



mudharabah yang terbatas, hal-hal tersebut diatas harus
dicantumkan dalam perjanjian. Mudarib harus menghormati
batasan-batasan yang dibuat oleh sahib al mal. Jika mudarib
melanggar batasan-batasan tersebut, maka dia sendiri yang
bertanggung  jawab  terhadap  konsekuensinya.  Untuk
mudharabah yang tidak terbatas, mudarib harus diberikan
perintah dan wewenang untuk melakukan hal-hal yang
diperlukan dalam melakukan usaha. Seluruh pengeluaran rutin
yang berhubungan dengan mudharabah, yang bukan
pengeluaran pribadi mudarib akan dibebankan ke dalam akun
mudharabah®.
Macam-macam Mudharabah sebagai berikut*’:
1. Mudharabah muthlag

Mudharabah muthlaq adalah akad mudharabah di mana
pemilik modal memberikan modal kepada ‘amil (pengelola)
tanpa disertai dengan gaid (pembatasan). Contohnya seperti

kata pemilik modal: “saya berikan modal ini kepada anda

%8 Veithzal Rivai, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi
Solusi. Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 549.
T Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat. (Jakarta: Amzah, 2015), 372.



dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan
dibagi dua atau dibagi tiga”. Di dalam akad tersebut tidak ada
ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha,
jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-
ketentuan yang lain.
2. Mudharabah mugayyad
Mudharabah mugayyad adalah suatu akad mudharabah
di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-
batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis
usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa
barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang
yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut
Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan
Syafi’i tidak dibolehkan.
Hukum-hukum Keuntungan®®:
a. Syarat-syarat keuntungan antara lain; a) hendaknya diketahui
secara jelas. Hendaknya dalam transaksi ditegaskan prosentase

tertentu bagi investor dan pengelola modal, b) keuntungan itu

8 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 179-181.



juga dibagikan dengan prosentase yang sifatnya merata, seperti
setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya.

b. Kode etik pembagian hasil keuntungan antara lain; a)
keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun
kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja, b)
keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal, ¢) pengelola
tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian,
d) hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah
satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap
usaha tersebut.

2. Syirkah

Syirkah adalah kerjasama antara satu atau banyak orang
yang terdiri dari dua jenis , syirkah al mil (non kontrak) dan
syirkah al ‘uqud (sesuai kontrak). Syirkah al mil menyiratkan
bahwa kerjasama akan terjadi bisa terdapat dua pihak atau lebih
dan memiliki asset tanpa harus terjalin perjanjian kerjasama
secara formal. Syirkah al ‘uqud dapat dijelaskan sebagai
kerjasama yang baik karena semua pihak berniat dalam

perjanjian yang sesuai dengan kontrak untuk investasi bersama



dan berbagi keuntungan dan kerugian. Perjanjian tidak harus
selalu formal dan tertulis. Dapat juga berupa perjanjian tidak
formal dan hanya secara lisan. Sama dangan mudharabah
keuntungan dapat dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan
modal, dan begitula pula dengan kerugian yang dialami. Syirkah
al ‘uqud dalam figih di bagi menjadi empat macam, al
Mufawadah (otoritas penuh dan kewajiban), al Inan (otoritas
terbatas dan kewajiban), al Abdan (kerjasama keterampilan dan
management), al Wujuh (nama baik, kelayakan kredit,
perjanjian)®.

Dalam prakteknya, para pihak dapat memberikan
kontribusi bukan hanya finansial tetapi juga berupa tenaga,
management, dan keterampilan, juga kelayakan dalam
mendapatkan kredit serta nama baiknya. Dalam dunia nyata,
ada kemungkinan di kombinasikan antara mudharabah dan
syirkah dimana semua pihak berkontribusi dalam modal dan

tidak dalam management, keahlian, tenaga kerja dan lainnya.

9 \eithzal Rivai, 550.



Dalam hal ini keuntungan dapat dibagi sesuai dengan kontribusi

terhadap laba™.

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut

ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan

kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah.

Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad

dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu

dalam akad jual beli>.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut

Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut>*:

1.

Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik
dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini
terdapat dua syarat, yaitu; a) yang berkenaan dengan benda
yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai
perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu
pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua
pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal

ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu; a) bahwa
modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat
pembayaran (nuqud), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, b)
yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah
dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

%0 \/eithzal Rivai, 550.
* Hendi Suhendi, Figh Muamalah. (Jakarta: Rajawali, 2002), 127.
*2 Hendi Suhendi, 127-128.



3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa
dalam mufawadhah disyaratkan a) modal (pokok harta)
dalam syirkah mufawadhah harus sama, b) bagi yang
bersyirkah ahli untuk kafalah, c) bagi yang dijadikan objek
akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam
jual beli atau perdagangan.

4. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama
dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah.

Macam-macam shirkah sebagai berikut™:

1. Syirkah Al-Amlak

Pengertian Syirkah Al-Amlak adalah:

A& yake e Galtie G el ol 4 e
Syirkah milik adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih
terhadap satu barang tanpa melalui akad shirkah.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah
milik adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih
bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad
syirkah. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam
contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui
hibah, tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah

tersebut®®,

%% Ahmad Wardi Muslich, 344-345.
5 Ahmad Wardi Muslich, 344-345.



2. Syirkah Al-‘Ugud
Pengertian syirkah al- ‘uqud adalah sebagai berikut:
an )5 Jle (b N BRI (81 (35 Bl e 85 e
Syirkah ‘uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang
terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam
modal dan keuntungannya.

Pengertian tersebut pada dasarnya sama dengan syirkah
yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiah, sebagaimana telah
disebutkan di atas>>.

3. Perusahaan
Perusahaan adalah salah satu bentuk dari organisasi
bisnis, dengan badan hukum yang terpisah, tidak terlihat secara
langsung dalam diskusi figih. Perkiraan terdekat untuk badan
hukum perusahaan adalah baitulmal (bendahara umum),
property masjid, kepercayaan, dan kerjasama mufawadah.
Perusahaan sangatlah penting dalam organisasi bisnis didalam

system Islam. Perusahaan menyediakan keamanan dan

5% Ahmad Wardi Muslich, 344-345.



keuntungan yang tidak bisa didapat dari bentuk organisasi
bisnis lainnya.

Misalnya adalah kewajiban pemilik saham yang
terbatas, kemudahan dalam pemindahan kepemilikan, tidak ada
hak rekan lain untuk memilih siapa yang harus diajak kerjasama
(saham daoat diperjualbelikan tanpa harus meminta izin ke
pemegang saham vyang lain), pemisahan bentuk hukum
perusahaan dengan pemegang saham, memungkinkan
perusahaan membuat kontrak atas namanya sendiri, menuntut
dan dituntut dalam bidang hukum.

Perusahaan Islam dituntut untuk meningkatkan
pendanaannya melalui modal disetor, dan juga meningkatkan
pendanaan jangka panjang dan jangka pendek melalui
Mudarabah, Murabahah, dan tidak menggunakan cara bisnis
kapitalisme™.

F. Investasi di Pasar Modal Syariah
Dilihat dari sisi syariah Islam, pasar modal adalah salah satu

produk muamalah. Transaksi di dalam pasar modal menurut prinsip

% Ahmad Wardi Muslich, 344-345.



syariah tidak dilarang (dibolehkan) sepanjang tidak terdapat transaksi
yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah
Islam. Di antara yang dilarang oleh syariah Islam dalam melakukan
transaksi bisnis adalah transaksi yang mengandung riba sebagaimana
yang disebutkan dalam Al-qur’an surat Al-Bagarah ayat 276 yang
menyatakan bahwa Allah SWT. Menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Oleh karena itu, semua transaksi di pasar modal
yang terdapat di dalamnya unsur riba, maka transaksi itu dilarang”’.
Menurut Pontjowinoto, ada beberapa prinsip dasar transaksi
menurut syariah dalam melaksanakan investasi keuangan, yakni®®:

1. Transaksi dilakukan hendaknya atas harta yang memberikan
nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim.
Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi
hasil atas hasil usaha.

2. Uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan di
mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang
menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan
manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas
pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.

3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian
atau unsur penipuan di salah satu pihak, baik secara sengaja
maupun secara tidak sengaja. Diharamkan praktik insider
trading.

> Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar
Modal Syariah Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 221.
% Abdul Manan, 221-222.



4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola secara hati-hati,
sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau
melebihi kemampuan menanggung risiko (maysir).

5. Transaksi dalam syariah Islam yang mengharapkan hasil, setiap
pelaku harus bersedia menanggung risiko.

6. Manajemen yang diharapkan adalah manajemen Islami yang
tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi
manusia serta menjaga lestarinya lingkungan hidup.

G. Manajemen Investasi Wakaf Uang

Menurut pendapat para fugaha, cara pengembangan wakaf
adalah dengan cara menyewakannya. Terkait dengan berkembangnya
wakaf uang di zaman sekarang, pengelolaan wakaf uang adalah dengan
jalan  menginvestasikannya, baik dengan prinsip bagi hasil
(mudharabah dan musyarakah), sewa (ijarah), maupun murabahah.
Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk investasi yang dapat
dilakukan nazir wakaf terhadap wakaf tunai®®:

1. Investasi Mudharabah merupakan salah satu alternatif yang
ditawarkan  oleh  produk  keuangan  syariah  guna
mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat
dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah

membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan

* Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas
Ekonomi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 228-229.



memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil dan
menengah (UKM). Dalam hal ini mengelola wakaf uang (nazir)
berperan sebagai shahibul mal yang menyediakan modal 100%
dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil. Sementara itu,
pengusaha, atau petani adalah sebagai mudharib yang
memutarkan dana wakaf tersebut. Hasil keberuntungan yang
diperoleh dibagi bersama antara pengusaha/petani dengan
shahibul mal, yakni nazir wakaf.

Investasi Musyarakah, investasi ini hampir sama dengan
investasi mudharabah. Hanya saja pada investasi musyarakah
ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit
karena modal ditanggung secara bersama oleh pemilik modal.
Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk
menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang
dianggap memiliki kelayakan usaha. Namun, kekurangan modal
untuk mengembangkan usahanya.

Investasi ljarah (sewa-menyewa), salah satu contoh yang dapat
dilakukan  dengan  sistem  investasi ijarah  adalah

mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini,



pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan
di atas tanah wakaf, seperti pusat pembelanjaan, rumah sakit,
apartemen, dan lain-lain. Kemudian, pengelola harta wakaf
menyewakan gedung tersebut.

4. Investasi Murabahah, dalam investasi murabahah pengelola
wakaf berperan sebagai pengusaha (entrepreneur) yang
membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu
kontrak murabahah. Melalui investasi ini, pengelola wakaf
dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan
penjualan. Dari investasi ini, pengelola wakaf dapat membantu
pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat
produksi.

H. Produk Investasi di Beberapa Bank Syariah

Di dalam ekonomi, investasi pribadi dibagi menjadi dua cara.
Pertama investasi aktif, yaitu seseorang atau lebih menempatkan modal
mereka dalam suatu proyek, mengatur proyek itu bersama dan
menikmati hasil-hasil dari tenaga kerja dan modal sendiri. Sedangkan
yang kedua investasi pasif yaitu investor menyediakan modal dan

menerima return (pengembalian/hasil) tetapi tidak terjun dalam proyek



itu. Investor pasif mempunyai 3 opsi. Pertama, mendepositkan modal
(uangnnya) pada bank dan menerima bunga. Kedua, membeli sekuritas
dan obligasi dan menerima bunga. Ketiga, membelinya pada saham

dalam sebuah perusahaan dan menerima deviden®.

Berkaitan dengan investasi, Bank Syariah juga mempunyai produk
investasi. Misalnya Bank Muamalat Indonesia membuka produk
investasi berupa: Dana Pensiunan Lembaga Keuangan Umat. Dana
pensiunan umat ini merupakan produk dana pensiunan program iuran
pasti dengan pengelolaan investasi dilakukan secara syariah. Ada pula
Bank Syariah Mandiri (BSM), yang membuka produk penyertaan

investasi Reksa Dana®':

a. Investasi Reksa Dana di Bank Syariah Mandiri.
Jenis reksa dana yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri
(BSM), termasuk jenis-jenis reksa dana yang cukup kompetetif,

tapi Bank disini hanya menjadi mediator (fasilitator)

% Ismail, Keuangan dan Investasi Syariah: Sebuah Analisa Ekonomi. (Tk:
Sketsa, 2010), 194.

%1 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah. (Bandung: Alfabeta, 2010),
180.



pengumpulan dana dari pihak ketiga untuk disalurkan pada
investasi reksa dana yang ditawarkan.
Investasi di Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga melaksanakan
penghimpunan dananya melalui produk investasi, seperti produk
investasi skim mudarabah mutlagah, Deposito Funlanves, dan
DPLK Muamalat. Bank Muamalat yang digunakan skim
mudarabah mutlagah memperoleh keuntungan bagi hasil setiap
bulan dan investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha
produktif yang halal. Begitu pula dengan investasi deposito
funlanves, Bank Muamalat juga mengeluarkan produk DPLK
Muamalat, yaitu investasi dana pensiunan umat yang
merupakan produk dana pensiunan program iuran pasti dengan
mengelola investasi dilakukan secara syariah.

Investasi di Bank Permata Syariah

Permata tabungan syariah menawarkan prinsip investasi
dengan skim mudarabah mutlagah, yaitu tabungan nasabah
diperlakukan sebagai investasi, dan pihak bank (mudarib)

sebagian manajer investasi.



Etika Investor dalam Berinvestasi

Menurut Syafi’i Antonio, ada perbedaan yang mendasar antara
investasi dengan membungakan uang baik dari segi definisi maupun
makna dari masing-masing istilah, investasi adalah jenis kegiatan usaha
yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur
ketidakpastian, sehingga berpengaruh terhadap return (kembalian) yang
tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah
kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan

kembaliannya (return) yang berupa bunga relatif pasti dan tetap®.

Oleh karena itu Islam sangat mengecam perilaku membungakan
uang dan masuk Kkategori riba. Sebaliknya Islam mendorong
masyarakat ke arah usaha riil (nyata) atau produktif dengan cara
menginvestasikan. Sesuai dengan definisi diatas menyimpan uang di
Bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan
kembalian (return) dari waktu ke waktu tidak pasti. Besar kecilnya
perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar

terjadi dan dilakukan oleh Bank sebagai pengelola dana (mudarib).

%2 Syafi’i Antonio, Bank Islam dari Teori ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani
Press., 2005), 40.



Bank Islam tidak hanya menyalurkan uang melainkan harus terus
menerus melakukan upaya meningkatkan kembalian (return of
investment) sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan
bagi pemilik dana, tanpa harus keluar dari batasan norma-norma

syari’ah, seperti praktik riba, zulm, maysir, dan gharar®,

Agar terhindar dari praktik investasi yang tidak Islami maka ada
beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan

landasan bagi para investor, yaitu®*:

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya
maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya
untuk hal-hal yang haram.

Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.

Keadilan pendistribusian pendapatan.

Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.

Tidak ada unsur riba, maysir/perjudian/spekulasi dan gharar.

agblrwn

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam sangat
menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan
dalam berinvestasi. Aturan-aturan diatas menetapkan batasan-batasan
yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan.

Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang

%% Syafi’i Antonio, 60.
% Abdul Aziz, 16.



membahayakan masyarakat. Jadi semua kegiatan investasi harus
mengacu kepada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal
investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan
kegiatan haram misalnya pembelian saham pabrik minuman keras,
resto yang menyajikan makanan yang diharamkan dan semua hal yang
diharamkan oleh syariah harus ditinggalkan. Semua transaksi yang
terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, tidak
ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang di dzalimi atau mendzalimi,
tidak ada unsur riba, unsur spekutif atau judi (maysir). Semua transaksi
harus transparan, haram jika ada unsur insider traiding. Inilah beberapa
yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan
mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak
sehingga mencapai falah (sejahtera lahir-batin) di dunia juga di
akhirat®.

Aturan Berinvestasi yang Dibenarkan Syariah

Islam sebagai aturan hidup (nidham alhayat) yang mengatur
seluruh isi kehidupan umat manusia membuat rambu-rambu untuk

berinvestasi dalam lingkup syariah agar harta yang diinvestasikan

% Abdul Aziz, 17.



menjadi berkah. Diantara rambu-rambu tersebut adalah sebagai

berikut®®:

1. Terbebas dari unsur riba. Riba secara etimologi berarti tumbuh
dan bertambah, dan dalam terminologi syariah para ulama
banyak memberikan definisi diantaranya, Riba adalah
penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.
Ulama lainnya mengatakan riba setiap nilai tambah (velue
added) dari setiap pertukaran emas dan perak (uang) serta
seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti yang
sepadan dan dibenarkan oleh syariah.

2. Terhindar dari unsur Gharar. Gharar dikatakan sebagai sesuatu
yang bersifat tidak pasti (uncertainty). Jual beli gharar berarti
sebuah jual beli yang mengandung Kketidaktahuan atau
ketidakpastian (jahalah) antara dua pihak yang bertransaksi,
atau jual beli sesuatu yang objek akad yang di yakini tidak dapat
diserahkan. Menurut Imam Sarkhasi gharar adalah suatu yang
akibatnya tidak dapat di prediksi, dan ini merupakan pendapat
mayoritas fugaha.

3. Terhindar dari unsur judi (maysir). Secara etimologi maysir
berarti mudah. Maysir merupakan bentuk objek yang diartikan
sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan
memudahkan sesuatu karena seseorang Yyang seharusnya
menempuh jalan yang susah payah tetapi melakukan jalan
pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki,
walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan syariat yang
telah ditetapkan.

4. Terhindar dari unsur haram. Investasi yang dilakukan seorang
investor muslim harus terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang
haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT
dan hadis. Kata haram secara epimotologi berarti melarang.
Secara garis besar sesuatu yang haram dikategorikan menjadi

% Deny Setiawan dan Yusbar Yusuf. “Perspektif Islam dalam Investasi di
Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan”. Jurnal Ekonomi 17, no. 3 (April
2009): 93.



dua. Pertama, haram zatnya, seperti babi, khamr, darah, bangka,
perjudian, dan segala sesuatu yang dipersembahkan bagi selain
Allah SWT. Kedua, haram karena proses yang ditempuh dalam
memperoleh sesuatu. Misalnya makanan yang diperoleh karena
mencuri, merampok dan lainnya.

5. Terhindar dari unsur Syubahat. Kata syubahat berarti mirip,
serupa, semisal dan bercampur. Dalam terminologi syariah
syubahat diartikan sebagai sesuatu perkara yang bercampur
(antara halal dan haram) akan tetapi tidak diketahui secara pasti
apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak atau
bathil.

Secara garis besar dapat dirumuskan sebagai investasi yang

memenuhi kaidah-kaidah berikut®”:
1. Halal
Suatu investasi harus terhindar dari bidang bisnis yang
syubhat atau haram. Kehalalan ini terkait pula dengan produk
dan jasa yang ditransaksikan. Contoh bidang bisnis yang tidak
sesuai syariah: miras, rokok, pornografi, judi, lembaga
keuangan riba, dll.
2. Mashlahah (manfaat)
Sebuah investasi yang sesuai syariah adalah investasi yang

mendatangkan manfaat. Manfaat paling dasar harus dapat

" Diakses dari http://rumahdakwah.id/2017/07/09/investasi-yang-sesuai-
dengan-kaidah-muamalah-dalam-islam/. Pada tanggal 15 september 2018 jam 15:00
wib.
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dirasakan oleh investor dan penerima investasi. Jika ada niat
buruk dari salah satu pihak, atau skema investasi yang ada
cenderung merugikan salah satu pihak, maka ini menyalahi
kaidah syariah.

3. Terhindar dari akad haram

Secara umum, prinsip keharaman yang harus dihindari
dalam muamalah ada 3 yaitu: riba, gharar, maysir.

Jadi berdasarkan kaidah fikih, bahwa hukum asal dari kegiatan
muamalah itu adalah mubah (boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola
hubungan antar manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada
larangannya (haram). Ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang
kegiatan tersebut baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam
ajaran Islam maka kegiatan tersebut dapat diterima kecuali terdapat
implikasi dari Al-Qur’an dan hadist yang melarangnya secara implisit

maupun eksplisit®.

®®Diakses dari  http://rumahdakwah.id/2017/07/09/investasi-yang-sesuai-
dengan-kaidah-muamalah-dalam-islam/. Pada tanggal 15 september 2018 jam 15:02
wib.
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PEMBAHASAN

A. Akad dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-
Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 sebagai
pengganti UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
dan UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus
mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal
di Indonesia.

Dalam ketentuan Bab 3 pasal 4 UU No.25 Tahun 2007 tentang
penanaman modal yang berisi®® tentang kebijakan dasar penanaman
modal, disebutkan bahwa pemerintah menetapkan bahwa kebijakan
dasar penanaman modal untuk: (a) mendorong menetapkan kebijakan
dasar penanaman modal untuk penguatan daya saling perekonomian

nasional; dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal. Selain

% Lihat pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.



itu, dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat ini, pemerintah : (a) memberi perlakuan sama bagi penanaman
modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional; (b) menjamin kepastian hukum,
kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal
sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan (c) membuka kesempatan bagi perkembangan dan
memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Pasal 27 UU No.25
Tahun 2007 tentang penanaman modal ayat 1 bahwa’®: pemerintah
mengkoordinasi  kebijakan penanaman modal, baik koordinasi
antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank
Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan Pemerintah daerah,

maupun antar pemerintah daerah.

" |ihat pasal 27 (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.



Ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 diselenggarakan

berdasarkan asas-asas sebagai berikut*:

a.

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang
meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan
dalam bidang penanaman modal.

Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,
dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman
modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara,
yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan
penanam modal dari negara asing lainnya.

Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh
penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan
usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari
pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan
efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim
usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.

Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana
mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui
penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan
kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa Kkini
maupun yang akan datang.

Modal.

™ Lihat pasal 3 (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman



h. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal
yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan
mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan
hidup.

i. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang
dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan
negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing
demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,
yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan
ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan
mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan
peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi
menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang
berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu,
penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan
perekonomian nasional 2.

Atas dasar hal tersebut, tujuan penyelenggaran penanaman modal

antara lain menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No.25 Tahun 2007

adalah”:

"2 Dhaniswara k. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap
Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
(Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 106-107.

" Lihat pasal 3 (2) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.



Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,

Menciptakan lapangan kerja;

Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam
negeri maupun dari luar negeri; dan

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaran penanaman modal tersebut hanya dapat

@roooo

tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman
modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antar
instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien,
kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang
berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang
ketenagakerjaan dan keamanan berusaha’.

Dalam pasal 5 UU No.25 Tahun 2007, mengatur mengenai bentuk

badan usaha dan kedudukan penanaman modal sebagai berikut’:

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk
badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan
hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan
terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di

" Dhaniswara k. Harjono, 26.
" Lihat pasal 5 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.



dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan
lain oleh undang-undang.

3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan
penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan
dengan:

a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan
terbatas;

b. Membeli saham; dan

c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 5 UU No.25 Tahun 2007 tersebut diatas’®,
terlihat bahwa untuk penanam modal yang berasal dari dalam negeri,
bentuk usahanya tidak harus berbentuk badan hukum. Karena berbagai
wadah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat tidak semuanya
berbadan hukum dan bahkan hanya dikelola oleh perorangan. Dengan
demikian, pemerintah juga memberikan perhatian yang khusus bagi
penanam modal dalam negeri dengan berbagai potensi badan usaha
yang ada mendapatkan kesempatan dalam menjalankan kegiatan usaha
lewat pranata hukum penanaman modal. Sedangkan untuk penanam

modal asing, Undang-Undang Penanaman Modal mensyaratkan badan

usahanya harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT).

"® Lihat pasal 5 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.



Berbagai macam investasi di Indonesia yang saat ini sangat banyak
di minati oleh para investor untuk menanamkan investasinya pada
perusahaan-perusahaan tertentu. Oleh sebab itu, banyak juga yang
mengalami kerugian seperti Kasus korban investasi bodong Global
Insani sedikitnya 3.732 investor yang menanamkan investasinya ke
BMT Global Insani tidak mendapat keuntungan bagi hasil seperti yang
dijanjikan, akibat praktik investasi bodong tersbeut kerugian para
nasabah mencapai sekitar Rp 70 miliar’’.

Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup dan
bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman
modal. Penetapan bidang usaha tersebut dituangkan dalam pasal 12 UU
No.25 Tahun 2007 yang dimuat dalam ayat sebagai berikut’®:

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan
penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha

yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

" Diakses dari http://www.jurnalcirebon.com/kasus-hukum-tidak-jelas-

ratusan-korban-investasi-bodong-mengadu-ke-lbh.html. pada tanggal 8 juli 2018 jam
13:25.

"8 Lihat pasal 12 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.
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3)

(4)
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Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing

adalah:

a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan
perang; dan

b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup
berdasarkan undang-undang.

Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan

bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik

asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan Kkriteria

kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan

dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya.

Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang

terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang

tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing

akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan

persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu

perlindungan ~ sumber  daya alam, perlindungan,

pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi



pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas
teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama
dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan
investasi asing, telah diterapkan beberapa bentuk pembatasan.
Pembatasan-pembatasan tersebut berbentuk antara lain sebagai
berikut™ :

a. Menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan
penanaman modal asing.
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang penanaman modal menentukan bahwa “semua bidang
usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman
modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan
tertutup dan terbuka dengan persyaratan’.
Pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk
penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dengan
kriteria moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan
keamanan, serta kepentingan nasional lainnya.

b. Penetapan persyaratan investasi minimal bagi perusahaan
penanaman modal asing.
Dalam ketentuan ini ditetapkan investasi minimal untuk
perusahaan modal asing sebesar US$1.000.000 (satu juta dolar
Amerika), meskipun dengan pengecualian jika dapat dipenuhi
persyaratan-persyaratan tertentu, seperti:
- Padat karya dengan jumpa tenaga kerja langsung sekurang-

kurangnya 50 orang.

- Sekurang-kurangnya 65% produksinya untuk diekspor.

™ Ana Rokhmatussa’dyah, dkk, 67.



- Menghasilkan bahwa baku/penolong/barang setengah
jadi/komponen untuk memenuhi kebutuhan industri lain,
dan lain-lain.

c. Keharusan membentuk perusahaan patungan di bidang

penanaman modal asing.

Perusahaan patungan tersebut harus berbentuk Perseroan

Terbatas yang didirikan menurut dan atas dasar ketentuan

hukum Indonesia.

. Keharusan untuk melakukan divestasi.

Keharusan untuk melakukan divestasi tersebut pada mulanya

cukup ketat namun kemudian sedikit demi sedikit telah

diperlonggar.

. Pembatasan mengenai jangka waktu investasi.

Dalam pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 25 tahun 2007

diatur mengenai kemudahan pelayanan dan perizinan hak atas

tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus
dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal,
yaitu sebagai berikut:

- Hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun
dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus selama 60 tahun, dan dapat diperbarui selama 35
tahun.

- Hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun
dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus selama 50 tahun, dan dapat diperbarui selama 30
tahun.

- Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan
cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus
selama 45 tahun, dan dapat diperbarui selama 25 tahun.

. Pembatasan Hak-Hak Atas Tanah.

Meskipun diberikan hak-hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha

(HGU) , Hak Guna Bagunan (HGB), dan Hak Pakai bagi

investasi asing, namun mereka dibatasi dan tidak dapat memiliki

Hak Milik. Dalam undang-undang penanaman modal,

pemerintah  telah memberikan rangsangan dengan

memperpanjang HGU, HGB, dan Hak Pakai dengan maksud
untuk lebih menarik investasi asing.



Adapun Hak penanaman modal itu sendiri menurut Pasal 14

Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal®;

a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

1. Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam
modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal
telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

2. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk
menempatkan  hukum  dan ketentuan  peraturan
perundang-undangan sebagai landasan utama dalam
setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

3. Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi
penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam
melaksanakan kegiatan penanaman modal.

b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang
dijalankannya;

c. Hak pelayanan; dan

8 |_jhat pasal 14 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.



d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, Kewajiban penanaman modal sesuai Pasal 15 Undang-

Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah®:

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, Yyaitu

tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,
norma, dan budaya masyarakat setempat;

Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan
menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman
modal, di mana laporan kegiatan penanaman modal yang
memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang
dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan
pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang

penanaman modal;

Modal.

8 |ihat pasal 15 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman



d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara
khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban
penanaman modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan
yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat,
dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Peraturan
tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim
persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan
dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya
mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-
undangan®?.
Seperti yang sudah di bahas pada Bab sebelumnya bahwa akad
yang terkait pada sistem penanaman modal atau investasi ini yaitu akad
mudharabah dan shirkah. Adapun dalil-dalil dari Al-Qur’an yang

berkenaan dengan mudharabah:

8 penjelasan umum Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007.



Dalam firman Allah SWT. Q.S Al-Jumuah ayat 10 :
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Artinya:

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumuah:10).

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Bagarah ayat

198 :

O MR OsRY AESZSOREHER “mqO@ew@
TT HE X1 Ao BXAAC @I A= =
PHe€es (400l F I @RI+ 2 PaES=LT6)
BHXOROGOENOa a0 =6 Ood@OR PN HE
ORI § ¢+ O M wa I RO xR A F oI
CHEORBSOEVOL OO0 B KB ea I
ANOR Jdu 2 PN (O] A Ee s RNOX@D
HBINNO @ DQ LN A@me JTTQHXE PHesCG>E

&V D exEHNE S Lo Buea Fe
Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil

perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari



'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah
(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya
kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar
Termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S Al-Bagarah: 198).

Semua ayat-ayat ini, kata Az-Zuhaili, dengan sifatnya yang
menerangkan keharusan pada harta melalui kontrak mudharabah. Dari
As-Sunnah pula terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a
bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan
harta sebagai mudharabah menisyaratkan kepada mitra usahanya
supaya jangan membawa hartanya menyebrang laut, menuruni lembah,
dan membeli binatang yang hidup. Jika dia menyalahi peraturan
tersebut, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana
tersebut. Syarat yang diletakan oleh Al-Abbad ini disampaikan kepada
Rasulullah dan beliau membolehkan®.

Adapun akad shirkah disyariatkan berdasarkan ijma’/konsensus
kaum muslimin. Sandaran ijma’ tersebut adalah beberapa dalil tegas

berikut:

8 Atqiya Yesha Anamica. “Pelaksanaan Penanaman Modal Dengan Sistem
Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di
Kota Bengkulu”(Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014).
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Artinya:

“ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh
sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah,
rasul, Kerabat rasul, anak-anak vyatim, orang-orang miskin dan
ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang
Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furgaan,
Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu”. (Q.S Al-Anfal: 41).

Riwayat yang shahih bahwa al-Barra bin Azib dan Zaid bin Argam
keduanya bersyarikat dalam perniagaan. Mereka membeli barang-

barang secara kontan dan nasi’ah. Berita itu sampai kepada Rasulullah

saw. Maka beliau memerintahkan agar menerima barang-barang yang



mereka beli dengan kontan dan menolak barang-barang yang mereka
beli dengan nasi’ah®.

Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya atau
tidaknya kerja sama ini. Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah
membolehkannya secara mutlak. Kalangan Syafi’iyah dan malikiyah
melarang sebagian bentuk aplikasinya, namun membolehkan sebagian
bentuk lainnya. Mereka membolehkan kalau kedua pihak tersebut
bersepakat membeli satu komoditi yang sama. Mereka melarang
apabila masing-masing berhak terhadap apa yang dibeli oleh mitra
bisnis kerja sama mereka dengan nama baiknya sendiri secara mutlak®.

Alasan merela yang membolehkannya secara mutlak adalah
sebagai berikut: karena shirkah itu mengandung unsur membeli dengan
pembayaran tertunda, serta untuk memberikan penjaminan kepada
pihak lain untuk berjual beli, dan keduanya dibolehkan. Karena

umumnya manusia telah terbiasa melakukan perjanjian kerja sama

84 Diakses dari https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-

hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html. Pada tanggal 17 september 2018 jam

08:30.
85

Diakses dari https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-
hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html. Pada tanggal 17 september 2018 jam
08:30.
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usaha tersebut di berbagai tempat tanpa pernah dibantah oleh ulama
manapun®.

Jadi, berkenaan dengan itu Rasulullah telah membolehkan
mengambil keuntungan usaha ini dalam lingkungan perbankan dengan
cara memberikan modal kepada pihak lain untuk diputar atau dengan
cara lain, demikian juga dalam lingkungan pengembangan modal

kolektif secara umum.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam
Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Islam tidak mengenal pemisahan total antara agama dengan
keduniaan, sebagaimana yang diyakini oleh banyak para perusak moral
dan orang-orang yang tergoda pemikiran mereka. Islam juga tidak
menjadikan dunia ini sebagai pengikat antara Allah dengan para
thaghut manusia, seperti fenomena yang berkembang di kebanyakan

agama-agama yang menyimpang. Justru dengan syariatnya maha suci

8 Diakses dari https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-

hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html. Pada tanggal 17 september 2018 jam
08:30.



https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html
https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html

Allah memenuhi kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat secara
bersamaan®’.

Problematika dunia usaha termasuk problematika yang
diperhatikan oleh ajaran syariat Islam yang suci. Islam
menggambarkan, memberikan konsep-konsep, menciptakan struktur
hukum dan menetapkan berbagai macam jenis usaha yang berbeda-
beda sehingga bisa dijadikan naungan bagi kalangan usahawan di
sepanjang perputaran masa. Mereka tidak perlu lagi terjebak ke dalam
hal-hal yang diharamkan. Dalam naungan hukum-hukum tersebut,
mereka sudah bisa memperoleh bahan demi merealisasikan segala
kepentingan yang disyariatkan dan segala kebutuhan yang adil®.

Investasi menurut Hukum Islam disebut mudharabah adalah
menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia
mendapatkan presentase keuntungan. Investasi sendiri melibatkan dua
orang, pertama pihak yang memiliki modal tetapi tidak pandai dalam
melakukan usaha/bisnis, kedua pihak yang tidak mempunyai modal
tetapi pandai dalam melakukan usaha/bisnis. Kontrak investasi dalam

Islam dikategorikan sebagai kontrak amanah, yaitu kedua pihak

8 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 145.
8 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 146.




dihukumkan sebagai rekan bisnis yang saling membantu (pembagian
untung dan rugi) berdasarkan modal dari keduanya atau kita kenal
dengan musyarakah. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi penjamin
atas pihak yang lainnya®®.

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini
diperbolehkan. Dasar hukum dari sistem ini adalah ijma’ ulama yang
memperbolehkannya. Diriwayatkan juga dari al-alla bin Abdurahman,
dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya
uang sebagai modal usaha dan keuntungannya dibagi menjadi dua®.

Dasar hukum investasi dalam islam tertuang berdasarkan firman
Allah SWT:
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Artinya:

“supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya

saja di antara kamu”. (QS. Al-Hasyr: 7)%

8 Di akses dari http://edubuku.com/2016/04/12/pandangan-islam-tentang-
investasi-2-/html pada tanggal 8 juli 2018 jam 20:10.

% Dij akses dari http://edubuku.com/2016/04/12/pandangan-islam-tentang-
investasi-2-/html pada tanggal 8 juli 2018 jam 20:11.

%! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Surakarta: Ziyad,
2009), 546.



Adapun hadist mengenai penanaman modal sebagai berikut®*:
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Artinya:
“Dari Abu Hurairah secara marfu’. la berkata: sesungguhnya Allah
berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu,
selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat kepada mitranya.
Apabila ia telah berkhianat, maka Aku (Allah) keluar dari keduanya”
(HR. Abu Daud).

Hadist tersebut termasuk hadist dalam bab modal, dapat dilihat
dari arti hadist di atas disebutkan bahwa “Allah menjadi pihak ketiga
dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya
tidaknya berkhianat dalam mitranya” dalam hal ini dimaksudkan
bersekutu adalah bersekutu dalam hal perekonomian dan ditekankan
pada penanaman modal di dalam melakukan kegiatan usaha di antara
kedua belah pihak, Allah disini menjadi pihak ketiga di antara kedua

belah pihak yang memiliki modal dalam kegiatan usahanya, tetapi

% Di akses dari
https://www.kompasiana.com/amaliaizza/58ch5e7cf67a61f40673f6ed/tafsir-hadis-
mengenai-modal-ekonomi&hl=id-1D. Pada tanggal 12 agustus 2018 jam 11:23.



Allah tidak akan menjadi pihak ketiga diantara kedua belah pihak yang
diantara keduanya terdapat salah satu yang berkhianat, berkhianat disini
yang dimaksud adalah sebuah kecurangan ataupun terdapat unsur
penipuan di dalam kesepakatan modal yang dibuat oleh kedua belah
pihak®.

Lanjutan hadist yang berbunyi “Apabila ia telah berkhianat, maka
Aku (Allah) keluar dari keduanya” disini jelas bahwa Allah tidak akan
menjadi pihak ketiga di antara orang yang berkhianat, karena di antara
orang yang berkhianat itu terdapat orang yang merugi, karena pada
dasarnya suatu kegiatan penanaman modal bersama harusnya
memperhatikan asas keadilan dari kedua belah pihak. Selain itu,
disiratkan dari hadist modal tersebut, bahwa kedua belah pihak yang
bekerja sama dalam menanamkan modal untuk memproduktifkan hasil
dari sebuah usaha yang dirintisnya bersama harusnya menguntungkan

kedua pihak, terlebih lagi kegiatan perekonomian dari kerjasama modal

% Di akses dari
https://www.kompasiana.com/amaliaizza/58ch5e7cf67a61f40673f6ed/tafsir-hadis-
mengenai-modal-ekonomi&hl=id-1D. Pada tanggal 12 agustus 2018 jam 11:23.



tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat
sekitarnya®.

Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk
investasi adalah Al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena
investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah
maliyah), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada
dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas
ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.” (Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000)%.

Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki
pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan
mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur’an

seperti dijelaskan dalam QS. Al-Isro’: 26-27:
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% Di akses dari
https://www.kompasiana.com/amaliaizza/58ch5e7cf67a61f40673f6ed/tafsir-hadis-
mengenai-modal-ekonomi&hl=id-1D. Pada tanggal 12 agustus 2018 jam 11:23.

% Elif Pardiansyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan
Teoritis dan Empiris”. Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (Juli 2017): 344.
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Artinya:

“dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan
janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”( QS.
Al-Isro’: 26-27).%

Investasi dipandang sah menurut hukum bila terpenuhinya tiga
rukun yaitu®’":

1. Pelaku (investor dan pengelola modal).

Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal.

Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas.

Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang.

Orang yang bangrut terlilit hutang, orang yang masih kecil,

orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melaksanakan

transaksi ini dan bukan merupakan syarat bahwa salah satu

pihak atau kedua pihak harus seorang muslim. Boleh saja

bekerja sama dalam bisnis penanaman modal ini dengan

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Surakarta: Ziyad,
2009), 284
% Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 173



2.

3.

orang-orang kafir ahlu dzimmah (orang kafir yang dilindungi)
atau orang-orang yahudi dan nashrani yang dapat dipercaya,
dengan syarat harus terbukti ada-nya pemantauan terhadap
aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga
aktivitas tersebut terbebas dari riba dan berbagai bentuk jual
beli yang berdasarkan riba®.

Akad perjanjian.

Akad perjanjian ini merupakan titik awal terjadinya bisnis
ini sekaligus sebagai dasar dari penentuan besaran presentasi
pembagian keuntungan. Maka dari itu dalam akad perjanjian
ini harus dilaksanakan dalam keadaan sadar dan tidak ada
unsur paksaan sehingga kedua pihak sama-sama ridho.

Objek transaksi.

Objek transaksi dalam penanaman modal ini tidak lain

adalah modal, usaha dan keuntungan.
a. Modal
Syarat modal yang bisa digunakan investasi adalah harus

merupakan alat tukar, seperti emas, perak atau uang secara

% Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 173.



umum. Modal ini tidak boleh berupa barang, kecuali bila
disepakati untuk menetapkan nilai harga barang tersebut
dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal
yang digunakan untuk memulai usaha®.

b. Usaha.

Usaha pokok dalam penanaman modal adalah di bidang
perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Di antara
yang tidak termasuk perniagaan adalah bila pengelola
modal mencari keuntungan melalui bidang perindustrian.
Bidang perindustrian tidak bisa dijadikan lahan penanaman
modal, karena itu adalah usaha berkarakter tertentu yang
bisa disewakan. Kalau seseorang menanamkan modal untuk
usaha perindustrian, maka penanaman modal itu tidak sah,
seperti menanamkan modal pada usaha permintalan benang
yang kemudian ditenun dan dijual hasilnya. Atau untuk
usaha penumbukan gandum, lalu setelah menjadi tepung

diadoni dan dijual demikian seterusnya.

% Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 174.



Hanya saja kalangan Hambaliyah berpandangan bahwa
penanaman modal semacam itu dibolehkan, yakni dengan
cara menyerahkan juga alat-alat perindustrian ke pengelola
industri  dengan imbalan sebagian dari keuntungan
perusahaan. Hal ini dikiyaskan dengan muzara’ah. Mereka
yang membolehkan beralasan bahwa alat itu adalah materi
yang dikembangkan melalui usaha, sehingga sah diikat
dengan perjanjian usaha dengan imbalan sebagian
keuntungan perusahaan. Seperti modal tanah dalam
muzara’ah™®.

c. Keuntungan.

Keuntungan dalam bisnis ini adalah hak kedua belah
pihak, yang pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat
yang telah ditetapkan oleh hukum Islam yaitu: diketahui
secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan
presentasi tertentu bagi investor dan pengelola modal, serta
keuntungan dibagikan dengan presentasi yang sifatnya

merata, seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan

100 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 176.



sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan pasti
(misalnya 5 juta) bagi salah satu pihak, sementara sisanya
untuk pihak lain, maka menurut kesepakatan ulama
investasi ini tidak sah'*".

Uraian mengenai bidang usaha yang dinyatakan terbuka dan
tertutup dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No.25
tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Ibnu Taimiyah membagi
kepemilikan menjadi 3 (tiga) macam*®:

1. Hak milik individual

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati miliknya tapi
dibatasi oleh beberapa kewajiban seperti tidak merugikan orang
lain dan tidak boleh bertentangan dengan syariat.

2. Hak milik sosial atau kolektif.

Contoh terpentingnya adalah anugerah alam, diantara alasan

keharusan pemilikan kolektif atas anugerah alam adalah bahwa

semua itu diberikan oleh Allah secara gratis. Jika ada individu

1%L Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 179.

192 Ahmad Rizal A.fahmi, “Hukum dan Kepentingan; Telaah Kritis Atas
Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-
Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Perspektif UUD 1945
dan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).



yang menguasainya atau memilikinya secara privat, maka hal
ini akan mengakibatkan kesulitan bagi lainnya. Menurut Ibn
Taimiyah, penyebutan air, rumput dan sumber api dalam hadits
hanyalah misal. la menganjurkan seluruh barang mineral yang
dihasilkan oleh tanah negara menjadi milik kolektif, seperti
emas, perak, minyak dan sebagainya.

3. Hak milik negara.

Sumber kekayaan negara berasal dari harta rampasan perang,
pajak dan bermacam-macam hadiah dan pungutan. Yang
demikian ini agar negara dapat menjalankan kewajibannya
terhadap rakyatnya seperti untuk penyelenggaraan pendidikan,
regenerasi moral, pemeliharaan keadilan, hukum dan tatanan
masyarakat demi melindungi kepentingan material dan spiritual
penduduk atau warga negara.

Jadi, investasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal menurut Hukum Ekonomi Syari’ah
diperbolehkan di mana investasi disebut juga mudharabah dan kontrak

investasi dikategorikan dengan kontrak amanah.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis
dapat menyimpulkan:

1. Investasi modal dalam Undang-Undang Penanaman Modal
Nomor 25 Tahun 2007 suatu kegiatan ini terdapat akad
mudharabah dan shirkah pada masa perekonomian
Rasulullah telah membolehkan mengambil keuntungan usaha
ini dalam lingkungan perbankan maupun dalam lingkungan
pengembangan modal kolektif secara umum.

2. Dalam Hukum Ekonomi Syariah kegiatan atau penanaman
modal menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi

Syariah yaitu diperbolehkan di mana investasi disebut juga



mudharabah dan kontrak investasi dikategorikan dengan

kontrak amanah.

B. SARAN

Beberapa saran dari penulis:

1. Kepada Organ Negara yang berwenang membuat peraturan
perundang-undangan dalam hal ini  Undang-Undang
alangkah baiknya apabila peraturan perundang-undangan
tersebut telah selesai itu di sosialisasikan kepada masyarakat.
Ini bertujuan agar masyarakat mengetahui secara luas tentang
peraturan perundang-undang tersebut.

2. Saran penulis kalau bisa asas-asasnya dipertahankan karena

telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
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